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PEiIGAI* TiAHMAT TUHAru YANdG M,EHA ESA

BUPATT, KHft,TffiCTf

lrlenimbang:
a. bahwa untuk Penlr6lsngtaraan pemerintahan daerah, Bupati perlu clibantu oleh perangkat

daerah yang dapat,menyelenggarakan seluruh urrrsan pemerintahan yang dilaksanakan
oleh pemerintahan daerah;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Thhun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, Oryanisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci yang d6fur
dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat
ini, sehingga perlu diganti;

c. bahwa benlasarkan pertirnbarrgan sebaEaimana clirnaksucl dalam huruf a rlan huruf b pertu
membentuk Feraturan Daerah tentang $rganisasi Sekretariat Daerah dan $ekretartat
Dewan Peruakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Kerinci;

Mengfingat:
1. Undang'UndanE Nonror 58 'Ialtun 1958 trentang Penetapan Undang-undang Darurat

Nomor ?,1 Tahun 1957 tentang Pengubaharr Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra lingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantm Tingkat I
Sumatera Tengah seLragai Undang-tlndang (L.ernharnn Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran l\egara Fepublik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lemtraran NeEara Republil< Inclonecia 'fahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3, Undarq-Undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nrlmor 4437) rcbagaimana telah diubah denEan Undang-Undang Nomor B
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Penrerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tbhun ?005 tentang Perubahan Atas Undang-Urrdang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menJadl Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan l-embaran f,'legara Republik Indonesia Nomor 4543);

4, Peraturan femerlntah Nomor 10Cr Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam labatan Struktural (Lernbaran Negara Repuhlik trndonesia Tahun 2000 Nomor Ig7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 4018) sebagaimana telah diubah
dergan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2C02 tentang Pentbahan Atas Peraturan
Pemerintatr Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik indonesfra Nomor a19a);
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5.

6.

peraturern Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara pemerlntah, Pemerintahan Daeralr Prnvinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (t-embaran Negara Republik Indonr:sia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Nlegara Republik Indonesia Nomor aV37)l

peraturan Pemerintah Norn<lr 4l -fahun 2A07 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia lahurr 2007 f\ornor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik IntJonesia Nomor 47aI);

Dengan Pensetujuan Bersanta

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAI"I KAffiUfl}ATEN KERINCT

dan

.BUP,qTI KERINCI

MEMUTUS$N:

Menetapkan ;

PERATURAN DAERA}I TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAIi DAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKIIAI{ RAIffAT DAERA}I KABUPATEN KERINCI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal t
Dalam Peraturan Daeral, ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.

2. Daerah adalah Kabupaten Kerinci .

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.

4. Bupati adalah BuPati Kerinci.

5. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutrrya disebut DPRD adalah Dewan Penruakilan

Rakyat Daerah l(ab"rpaten Kerinci.

6. perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, le mbaga teknis

daerah, kecamatan, dan kelurahan.

7. Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah

merupakan Ltnsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam

menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah darr lembaga teknis daerah.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

9. Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut

Sekretariat DPRD meri.rpakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

10. Kelompok Jabatarr Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan

kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar

jabatan strulctrrral.

11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural .
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BfrB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

$ekretarlat Daerah

Pasal 2

Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, yaitu:

a. Asisten Fernerintahan dan l(esejanteraan Rakyat;

CI. Asisten Perkonomian dan Pembangunan; dan

c. Asisten Administrasi Umum;

. Pasal 3

Asisten Pemerintahan dau Kesejahteraan Rakyat sebagaimana drmaksud dalam Pasal 2 huruf a

terdiri dari 4 (empat) bagian dan masing masing bagian terdiri dari dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu:

a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi :

1. Subba3ian Pemerintahan Umum;.

2. Subbagian Pertanahan; dan

3. Subbagian Kerjasama dan Perbatasan.

b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

1. Subbagian Pendidikan dan Mental Spritual;

2. Subbagian Kesehatan dan Bina Sosial; dan.

3. Subbagian Pemberciayaan Perenrpuan.

c.BagianArlministrasiKernasyarakatan,menrbawahi:
1. Subbagian Kesbang dan Politik;

7-. Subbagiau'r Pemuda tCan Olah Raga; dan

3. Subbagiarr Pemberclayaan Masyarakat, Femerintahan Desa dan Kelurahan.

d. Bagian Humas dan Protokol, mernbawahi :

1. Subbagiarr Pelayanan dan Media Informasi;

2, Subbagian Peliputan dan Penyiaran; dan

3. Subbagiarn Protokol.

Pasal 4

Asisten Perekonomidn dan Pembangunan selragaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri
dari 4 (empat) bagian dan nrasing masing bagian terdiri dari dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu:

a. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :

1. Subbagian Bina Sarana Perekonornian;

2. Subbagiarn Produksi Daerah; dan

3. Subbagian Pernasaran

b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :

1. Subbagian Bina Program;

2. Subbagian Pengendalian; dan

3. SubbaEian Evaluilsi dan Pelaporan.
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c. Bagian Administrasi $um$*er Day:i Alanl, m*tnbawahi :

1. Subbagian Pertanian;

2. Subbaglan Lingkungan l'iidup; dan

3. Subbagian Energi dan $umber Daya $4ineral.

d. Bagian pengglahan Dab Elektronik dan Sandi &. Telekommikasi Daerah (Santelda),

memllawahi:

1. Subbagian Pengolahan Data;

2. Subbagian Sistem trnformasi dan Perangkat Lunak; dan 
:

3. Sgbbagian Sarana Teknologi Informasi dan Sandi: & Telekomunikasi Daerah

(Santelda).

Pasal 5

Asisten Administrasi Umum sebagaimana linnaksucl dalam F asal 2 huruf c terdiri dari 4 (empat)

bagian dan masing masing bagian terdiri dari darl 3 (tiga) Srrbbagian' yaittt:

a. Bagian Hukutn, menlbawalri :

1. Subbagian Ferundang-undangan;

7. Sutrbagian Bantuan Hukum; dan

3. $ubbagian Dokumentasi Hukum'

b. Bagian Organisasi, mernbawahi :

1. Subbagian Kelelmbagaan;

2. Subbagianr Ketatalaksanaan & Fendayagunaan Aparatur; dan

3. Subbargian PerPustakaan. ('

c. Bagian Keuangan, rnembawahi:

1. Subbagian Perencanaan dan Anggaran;

2. gubbagian frernbiaYaan; dan

3, Subbagian \/erifikasi dan Perm;ukuan'

d. Baqian Umum, membawahi :

1. Subbagian T'ata Usaha clan Kepegawaian;

7.. $ublragian PerlengkaPan; dan'

3. Subbagian Rumah'tanggil.

Pasal 6

Struktur organisasi sekrelariat Daerah sebagaimana 
. 
terlampir dalarn Lampiran I merupakan

nagil vung-tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian kedua

Sekretarfiat OPR.O

Pasal ?

Sekretariat DpRD terdiri da"i 4 (empat) bagian, dan masln:J-masing bagian terdiri dari 2 (dua)

Subbagian, sebagai berikut:

a. Bagian Umum, membawahi :

1. Subbagian Tata Usaha; dan

7. Subh^aEian Rumah Tangga dan Perlengkapan



b. Bagian Persidangan, membawahi :

1. Subbagian Risalah dan Persidangan; dan

2. Subbagian Protokol dan Kehumasan.

c. Bagian Hukunr dan Dokurnentasi, membawahi :

1. Subbagian Perundang-undangan; dan

2. Subbagian Dokumentasi dan psrpustakaan'

d. Bagian Keuangan, membawahi :

1, Subbagian Perencanaan dan Anggaran;'

2. Subbagian Verifikasi dan Pernbukuan'

Pasal I
' Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana terlampir dalam Lampiran II merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

Bagian ketlga
Staf ahli
Pasal 9

(1) Bupati dalam melaksarrakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksurl pacla ayat (1) paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.

(3) Staf Ahli diangkat dan diberher'rtikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil.

(4) Tugas dan fur,gsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi Perangkat

Daerah. i.
(5) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris

Daerah.

BAB III
KEDT.IDUKAN

Sekretariat Daerah

Bagian Kesatu

Pasal 10

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .

l

Pasal 11

Asisten sebag;aimana cii,naksud Calam Pasal ?- berkeduclukan dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris Daerah.

Bagian l(edua

Sekretariat DPIID

Pasal 12

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh

Sekretaris DPRD' :

(2) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

pimpinan DpRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.
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BAB W
TI.IGAS POKOK

Bagian Keratu
Sekretariat Daemh

Pasal 13

Sekretariat Dar:rah mernpunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun
kebijakan dan rnenEoordinasikan ciinas daerah dan lembaga teknis daerah. '

Eagian Kedua

Seknetariat $fR,D

Pasal 14,

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan aclnrinistrasi kesekretariatan, administrasi
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan tungsi DPRD, dan menyediakan sefta
mengoordinaslkan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD $esuai dengan kemampuan keuangan
daerah.

Pasrl 15

Rincian tugas pol<ok, fungsi dan tata kerja Seknetariat Daerah dan Sekretariat DPRD diatur lebih
lanjut dengan Feraturan Bupati.

BAB V

KELOMPCIK IABATAN FUNGSTONAT

Fasal 16

(1) Pada masirrg-masing Perangkat Daeralr dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan
keahlian dan spesiatisasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintalr
Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang'
undangan.

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri oari seiumlah tenaga fungsional yang diatur dan

ditetapkan fi.rerdasarkan peraturan perundang-undangan dan dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk" :

(,+) Jumlah tenaga funEsional ditentukan bedasarkan kebutuhan dan beban kerJa.

- (5) Kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah atau Sekretaris- 
DPRD dan dalarn pelaksanaan tugasnya berkeiordinasi dengan unit kerja dalam lingkungan
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

BAB VI
HSETON DAN KOMPfiTSNSI JABATAN

Pasal 17

(1) Sekretaris Daerah rnerupakan Jabatan struktural eselon ila.

(2) Asi$ten, Staf Ahli Bupati, Sekretaris Ltewan Perwakllan ${alryat Daerah merupakan jatratan

struKural eselon IIb.

(3) Kepala Bagian pada Sekretariert Dacrah dan Sekretariat DPRD merupakan jabatan

sffuktural eselon IIIa.
(4) Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD merupakan jabatan

sfruktr.rral eselon IVa.



EAB VIT

PENGANGKATAN DAN PEMBER}{FNTIA!{ DALAM JABATAN
Pasal 18

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah dilakukan oleh Gubernur atas usul
Bupati.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon IIb dilakukan oleh Bupati setelah
dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

(3) Penganglkatan dan pemberhentian pejabat e:;elon III dan eselon IV di lingkungan
Sekretariat Daerah dilakukan oleh Bupati atas usirl Sekretaris Daerah.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan
Sekretariat DPRD dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris DpRD.

(5) Pengangkatatt dan pemberhentian kelompok jabatan fungsional sesuai dengan mel<anisme
dan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengangkatan Pegawai Negeri. Sipil dalam suatu jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini
dilaksanakan berdasarkan profesionalisme, sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan
jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa
membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, sesuai peraturan perundang-
undangan

BAB VIffi
TATA KER]A

Dalam melaksanakan tugasnya sekretarid ;*Tlrl?n s"r*r.tariat DpRD serta ketompok jabatan
fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi
baik dilingkungan satuan unit kerjanya marrpun antar instarrsi terkait lainnya.

BAB rx 
('

PEMBIAYAAN

Pasal 1o

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Katiupaten Kerinci.

BAB X

KETENTUAN PCRNTTNRru

Pasal 21
Pejabat pada Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang telah mendudukijabatan
struktural sebelum Peraturan Daerah irri diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak
administrasi lainnya sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22
Pelaksanaan penataan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dilakukan paling
lambat tanggal 02 Januari 2009.

BAB XI
KETENTUAN FENUTUP

Pasal 23
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (L.embaran Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun 2004 Nomor 4 Seri D Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar s*iap orang mengetahuinya, mernerintahkan Pengunelangan,Peraturan Daerah ini dengan

. penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai penuh
pada tanggal 14 April 2008

gupArl KERINCI,
dto

H. FAUZI gNH

Diunrlangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2L April 2008

SGXRETARIS DAERAH KERII{CT,

H. 2UBIR II{UCHTAR
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